PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TANIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOH : 15 TAHUN 2003

TENTANG
PEMBERIAN IZIN DAN RETRIBUST HASIL HUTAN IKUTAN

BISHILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAM RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

bahwa pemberian fzin dan Refribusi Hasil Hutan flutan merupakan jenis
Refribusi yang dapat dipungul oleh Daerah untuk dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, maks untuk moneribkan pengambiian Hasil Hutan
fiostan dalam Kabupaien Aceh Tamiang dipandang perlu untuk mengatur

peraturan perundang-

- undangan yang berlaku;

bahwa untuk maksud fersebut periu diatur dalam susaty Qanun.

Mengingal :

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenlang Hukum HAcara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1881 Nomar 76, Tambahan
Lemibaran Negara Repubik ndonesia Namer 3208);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1830 tantang Konsenvasi Sumberdaya
Aiam Haysti dan Ekosistin {Lerbaran Negara RepubBk indonesia Tahiun 1990
Momor 49, Tainbahan Lembaran Negera Republik indenesia Momor 3415);

Undang-Undang Normor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelofasn
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Hepublik Indanasia Tehun 1387
Romor &8, Tambahan L embaran Negara Repubiit indonesia Namer 368}

Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daemah
{Lembaran Negara Republik inderesla Tahun 1988 Nomor 60, Tambahen
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Normar 3338);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Dasrah dan Pusat {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999
Nomor 64, Tamhahan Lsmbaran Negara Fepublik indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Momor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan {Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Tahun 1889 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Lenleng Perubahen Atas Undang-

Undang Momor 18 Tahn 1997 temang Pajak Daerah dan Retdbust Dagrah
{Lembaran Negara Republik Indangsia Tahun 2000 Nomor 246, Tamibahan
Lembaran Negra Republik Indonesia Nomar 4184);

Undang-Undang- Memer 18 Tahun 2001 tentang Ctenomt Khusus bagi
Provinsi. Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
114, Tambahan Lembaran Nogara Republik indonesia Nemor 4134);

Undang-Undang Nomicr 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Katupatss Gayo Lues, Kebupaten Aceh Jays, Kabupalen
Nagan Flaya dan Kabupaten Acsh Tamiang i Provinsi Nanggroe Acah
Darussatam (Lembaran Negara Repubiik fndonesia Tahun 2002 Nomar
17, Tambahar Lermbaran Negara Republi Indonesia Nomor 4176);

Peraturan Pemerntak Mornor 27 Tahun 1883 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik indonesia Tehun 1981 Momor 36, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3208);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1885 tentang Psrindungan Hiutan

{Lembaran Nagara Fepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 2294);

Paraturan Pemerintah Nomot 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rensana Pangelolzan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Keviassn Hutan {Lembasmn Negara Repubsilk Indonesia Tahun
2002 Nomor 88

Peraturan Pemesintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
(Lembaran negara Repdl wonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoresia Namor .

Peraturan Pamerintah Nomer 88 Tahun 2001 tantang Retribusi Daarah
{Lembaran Nagara Rapubiik Indonesia Tahun 2001 Nomar 119, Tambahan
Lembaran Negara Republi Indonasia Nomor 4130);

Keputusari Presiden Republik indonssia Nomar 44 Tahur 1899 tentang
Tehnik Peny Peraturan Peruridang-undangan dan bentuk Rarcangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Kepulusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1939 Nomor ¥0, Tambahan Lembaran Megare Republik indonesla
Nomor ......J;

Kaputusan Menied Dalam Neger Nomor 23 Tahun 1985 tentang Keteruan
Umum Mengenal Penyidik Pegawai Neger| Sipil difingkungan Pemerintah
Daarah jo. Keputusan Manteri Daiam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil difingkungan Pemerinizh Dasrah,

Keputusan Menteri Dalam Nogerl Namor 21 Tahun 5001 tentang Teknil
Panyusunan dan Materi Produle-Produk Hukum Dasrah;

. Qanun Provins! Manggroe Aceh Danyssatam Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Kehutanan {Lembaran Daerah Provins! NAD Tahun 2002 Nomor 57 seri E
Nomar 8);

Qanun Provi garoe Acsh D 15Tahun 2002 teniang
Perizinan Kehulanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam {Lembaran
Daerah Provinsi Nanggroe Acoh Dariissatam Tahun 2002 Namar 58 Sart

E Nomor 7);




20, Keputusan Gubemr Provinsi Nanggroe Acsh Darussalam Momor08 Tahun
2003 lentang Penyerageman Penyebutan Peraturan Daerah Menjad;
Qanun {Lembaran Dagrah Provins! Nanggroe Aceh Dargssaiam Tehun
2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEAAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DaN
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN
Menstapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBERIAN IZIN DAN
AETRIBUS! HASIL HUTAN IKUTAN.

BAEL
KETENTUAN UMURM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

& Daorah adaiah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang:

b, Pemerintah D; erangket Dagrah Olonom yang
iain sgbagal Badan Eksekuti Daerah.
Bupah adalah Bupsti Aceh Tamiang.
Kantor Kehutanan aralah Kantor Kehutanan Kabupaten Aceh Tamiang:
Kehwtanan adalah Sistem Pengurusen yang bersangkut-paul dengan
Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan yang diselenggarakan secara
terpady;
. Masil Hutan adalah henda-henda hayati, non hayat dan temuannya, seda
jasa jasa yano berasal dad hutan;
industr Primer Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Pengolahan Hasit Hutan
bukan kayu menjadi barang selengah jadi atau barang jsdi;
. Hasil Hutan lkutan adalah Benda-benda hayati yang bukan kevu yang

e ~ osas

=
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berasal dari hutan;

. Pejabat adalsh Pegawal yang diberi fugas fertentu dibldang Retribusi

- Daerah sesuai dengan Peraturan.Perundang-undengan Deerah yang
beraku;

. Badan adaleh suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perservan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaba Milik
Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan,
Perkumpulzn, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Lembaga, Bentuk
ussha tetap serta Bentuk Usaha lainnya;

k. Usaha Pangambilan Hasil Hutan adalah Kagiatan guna mempercieh Hasil

Hutan lkutan yang melipull Usaha Pencarian, Pengumpulan, Pertyaluran

dan Pemasaran;

I, Retribusi Perizinan Tarienty adalah Retribusi atas kegialan terfentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

aitay Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pmgaluran pangmn

dalian dan pengar alas keglatan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau lssiﬂtas tarteniu guna

melindung kepentingan umum dan menjaga kelestaran lingkungan;

\ Fetribusi |zin Pengambiian Hastl Hutan lkutan yang selanjutnya dapat

disebut Retibusi Izinoleh F

Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambif Hasii Huian

an;
5. Wajib Ha‘mbuslaﬂulah ofang pmhadu at;u Bada.n yang menurit Peraturan
Perundarig-undangan
Aetribusi;
b. Masa Ratrisusi edaizh jangka waktu tertentu yang merupakan batas wakiu
bagi Wajib. Retribusi untuk memantaatkan lzin Pengambilen Hasli Hutan
Tkutan;
b. Sutai Pendatiaran Objek Retribusi Dasrah, yang selanjuinya dapel disingkat
. SPDORD adalah sural yang digunakan oleh Wefib Retribusi untuk melepor-
kan data objek retribusi sebagal dasar perhitungan dan pefabayaran retri-
bizsi yang terhutang menurd Peratiran Perundang-undangan Retriousi Dagraft
q. Sural Kalatapanﬁﬁlnbusl Daerah yang salanjutnya dapat disingkat SKRD
basarnya jumiah Retribusi yang

terhutang:

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kureng Bayar Tembahan yang
selanjutnya dapal disingkat SKROKBT, adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumish Retiibus! yang telzh ditetepkan;
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| surat Kettapan Retousi Deareh Labih Bayar yang selanjulnys dapat

isingkat SKACLE adalah Surat Keputusan yang menentukar jumiah '
kelebihan pambayares Ratribusi karena jumniah kredit retribusi lebif besar
dani pada retribusi yang terutang stau lidak sehamsnya tathutang;
Sural Tagihan Retribus| Dasrah yang selanjutnya dapat disingkal STRD
adajah surat untuk melakukan tagihan Astribusi dan atau sanksi
Administrasi berupa bunga atau denda,
Surat Keputusan Keberalan adalah Surat Keputusan alas kebsralan
terhadap SKRD, SKRADKET, SKROLE atau terhadap pamotongan atau
pemungutan cleh pinak Ketiga yang diajukan oleh Wajin Retrbust;
Perneriksazan 2 1g! kegiatan untuk mencar
dan mengolsh data al i gawasan
i jioan Retribusi D Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah;
Penyidikan Tindak Pidans dibidang Ratribusi Daerah adalah serengkafan
findakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawal Negeri Sipil yang
selanjutnya dapat disatut penyidik. Untuk mencari serta mengurnguikan
bukti yang dengan bukii tu membuat lerang tindakan pidana dibidang
Aetribysi Dasrah yang teriadi sarla menamukan torsangkanya.

BABU
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSL

Pasai 2
Pemberian fzin dan Aetibusi Hast Hutan fkutan dipungut Retibus| sebagal
pembayaran atas Pemberian |zin kepada orang stau Badan dibidang
Pengambilan Hasi Hutan fkuten;
Pemungutan Retribusi sebagaimans pada ayat (1) dapat dipungtt pada
Pas Perbatasan atay fempat lain yang ditentukan dad hasil yang diangkut
dengan alat anglutan keluarmasuk darf dan ke luar Dasrah.

Pasal 3
Objek Retribusi adalah Hasi! Hulan Thistan meliputic

2. FActan Segala Jens:
b. Gahans;




Getah Jelutung:
Gatah Karat Hutan;

Lilins Tawon;

Barang Buiung Walet,
Nitung Sulat;

Sagu;

Nipah (Nirs, Guka);
liuk:

Ketai;

Madu;

v Kayu Halim.

rENppesgEATIIASAAL

&

Diiczoualikan daii objek Retribusl @
a. Pengambilan kayu bakar untuk Kebutuhen Rumah Tangga:
b. Pengambilan Hasi Hutan untuk kepentingan penalitlan,
Pacal 4
biok Ratitusi adalsh perseorangan/pribadi atau Badan yang memperoizh
I untuk mangambil Hasil Hutap kutan,
BAB I
GOLONGAN RETRIBUS!
Fasal 5

#ribusi |zin Pengambiian Hasit Hutan digolongkan sebagai Agtibusi Periznan
tentu.
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BAB IV
KEWAJIBAN MEMILIKI i2i
Fasalg
Satiap usaha pergambifan: Hasi Hutan ikutan & Deersh, baik yang dilaksanakean
oleh paroranganipribad; alau Badan diwaiibkan memiki izin.
BAB Y
TATA CARA MERILIKH 1ZN
Pasal 7

{1} Untuk memperoieh fzin usaha pengambitan Hasii Hutar fkutan sebagal
mana dimaksud pada pasal & Qanun ini tidak dapat dipindahtangankan
kepada pihak tain, kecuali dengan persetujuan Bupati;

{2) Tata cara permehonan izin ; dimaksud pada ayat
(1) pasal ini dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan
ditetapkan pangafurannya lebih lanjuf dengan Keputusan Bupati:

(3) Apatila gang izin dunia, Izin tersebut mesh
berlaku sepanjang pemegang izin tersebut dilakukan oleh akl warisnya.

Pasal §

(1) Penmohonan izin depst ditalak cleh Bupati, apabita fidak memenutr par-
syaratan yang ci dafam Canur ini R 5

{2) Permohanan Izin yang diolak sebagaimana dimaksod ayat (1) dapst
digjukan kembali olsh pemohon setelah melengkapi syarst-syerat yang

diperlukan dengan kelentuan peralucan
BAB i
PEMBERIAN 121N DAN MASA BERLAKUNYA
Pasal 8
Izin Usaha F 1 Hasi! Hutan ik bagaiman dimaksud pads Pazal

6 Qanun ini diberikan olah Bupati;
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Pasal 10
1zin Uszha Pengambilan Hesil Histan lkutan dibarikan vnivk masa 2 (ghua)
tahun dengan ketentuan wajib didafia uizng setiap tahunnya kepada Kantor
Kehutanzn;
Izin Usaha Pangambilan Hasil Hulan tkutan yang talah habis masa
beriakunya dapat diperpanjang kemmbrali dergan mengajukan permehonan
kepada Bupati melalui Kantor Ketuianan,

BAB VI

" cana TINGKAT AN JASA

Pasal 11

- Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan voluma Hasil Hutan Ikutan yang
b ambil.
BAB viil

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STAUKTUR DAN BESARNYA TARIE

Pesal 12
1) Prinsip dan sasaran datam penatapan struktur dan besarmya tanf Resribusi
didasarken pada tujuan untuk menttup ssbagian atau sama dangan biaya
penyelenggaraan pembsrian izin;

{2} Biaye sebagaimana dimalsud para ayat (1) meliputi transportast dafam
rangka pemeriksaan lepangan, monitering dan pembingan.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!
Pasal 13

(1) Strukfur tadf dige
yang diambil;

iongkan berdasarkan satuan dan jenis Hasil Hutan Hutan
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{2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut ©

MO | JENIS HASIL HUTAN SATUAN ! TARIF/SATUAN
1.| Rotan Segala Jenis 1Ten | Rp. 10000/Ten
2.| Gaharu 1 Ton Rp. 1.000/Ton
3. | Gelahdelng 1Ten Rp.  5.000/Ton
4.| Gelah Karel Hutan 1Ten Fp.  5.000/Ton
5.| Gando Rukem 1 Ten Ap. 10.000/Ton
6. | Kenzri 1 Ton Ap. 3.000/Ton
7. | Kemanyan 1Ton Rp.  5.000/Ton
g8 | Asam 1 Ton Hp. 15.000/Fon
9. | Minyak Kayu Putih 1Kg Hp. i0/Kg

10, | Kuli Kayu 1Ton Rp. 5.000/Ten

1. | Bambu 1 Big Fp.  39/8tg

12. | Sarang Burung Walet iKg Rp. 10.000/Ky

13. | Tkar 1Lbr Rp.  250jtbr

14. | Atap 1Llbr Rp. Bitbr

16. | Lilin Tawaon 1Kg Fp. 100/Kg

16. | Nibung Bulat 1Btg Rp.  100/B1g
7. 1Kg Rp. 5fKg

18, ) 1Kz Ap.  15/Ka

19. 1Kg Rp. 5iKg
200 X 1Ky Fp. 5/Kg
21. | Madu 1L Rp. 5004
22. | KayuHafim iKg Ap. 5.000/Kg

BAR X
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSH
Pazal 15

(1) Besarnya Retdbusi vang terhutang dihitung dengan cara mengalikan arif ;
sebagaimena dimaksud dalam pasal 13 ayatl (2) antara pasokan dengan
volume; .

{2} Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetagkan oleh Bupali
setiap tahun bardasarkan harga pasar setempat.
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BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

" Retbusi yang tarhutang dipungut di daerah tempat izin pengarbilan Hasil
' Hutan tkutan dibarikan atau di Pos Perbatasan,

BAB XIf

MASA RETRIBUS! DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 16

 Masa Retribusi adalah jangka waktu tamanya 1 (satu) tahun

§ Pasal 17

- Saat Retribus Terhulang pada seal ditetapkannya SKRD atau dokumen laln
yang dipersameakan.

BAB Xiit
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 18
(1) Wajib Refribusi waiib mongisi SPDORD;

(2) SPDORD sehagaimana dimaksud pada ayat (13 harus diisi dengan jstas,
banar gkapser i eish Wajib Retribusi

{3} Bentuk isi ssrta fata cara pongistan dan psnyampalan SFDOAD
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditatapkan olsh Bupal.

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSH
Fasal 19

(1) Berdasarkan SPOORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayai {1)
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ditetapkan Retribus! terutams dengan menarbitian SKRD =tz dokumen,
fein yang dipersamakan;

{2} Apabila berdasarkan has# pemeifksaan dan ditemukan dats bary dan alaty
dete yang semula bajum t gkap yang 51 D bahy
Jurslah retribusi yang tarhuiang maka dikeluarkzn SKROKBT:

{3) Benluk isi serta tata cara penarvitan SKRAD atay dokumen lain vang
dipsrsamakan sebagaimans yang dimaksud ayal {1) dan SKRDKRT
sebagaimana dimaksud pada eyat (2) ditatapkan oieh Supati,

BAB XV
TATA CARA PERAINGUTAN
Pasal 20
(1) Pemungutan Hetribusi idak dapat dibororken;

(2} Retribusi dipungit dengan menggunakan SKRD atau dekumen lain yang
dipersamakan dan SKRLKET,

BAB XV{
SANKSI ADMINISTRAS]

Pasal 21
Dalam hal Wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atay kurang
membayar, ditenakan sanksi administrasl berupa bungs sebesar 29 {dua
persan} seflap bulan darl Retribusi yang terhuteng atau kurarg dibayer dan
ditagih dengan menggunaksn STRD,

BAB Xvil

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22

(1} Pembayarari Refribusi yang terhutang hars dilunas’ sekaligus;
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j7) Ratribus yang teshutang diunasi selambat-lambatnya 15 {lima belas) hari
" sojakditerbitien SKRD atay dokumen i vang diporsamaian SKADKET
dan STRD:

{3) Taia cara pembayaran, penyeioran, tempat pembayaran Rstribusi distur
dengan Keputusan Bupati

BAS BVH
TATA CARA PERAGIHAN
Pasai2y
| Retribusi yang teriulang berdasarkan SKRD atai dokumen lain yeng
dipersamakan, SKRADKBT, STRD dan surat keputusen Kebetatzn yeng
menyebabkan jumiah Retribusi yang harus dibayar bertembah, yang tidak

atau kurang dihayar olah Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Sural
Tagihan/Teguran ateu Surst isin yang disamakan,

=

) Ponagihen Fetribusi melali Surst Tagihan/Teguran atas Sural izin yang
disamakan ditsisanakan bardasarkan kelentusn peraiuran perundeng-
undangsn yeng berlal

BAB XIX
KEBERATAN
Pasal 24
{1) Wajib Retrbusi dapat mengajikan keberatan has kepada Bupali atau

Pej nbﬂ.' yeng dituniuk slas SKRD atau.dokumen laln vang dipersamakan
SKRDKBT dan SKRDLE;

12} Keberatan digiukan datam bahasa Indonesia dengan diserial alasen-alesen
yang jelas;

) Dalem hai Wafib Refribusi 1 atas kulstapan Ratribus),
Wajit Refribusi harus dapat membukikan kstidakbenaran ketstapan
Retribusi tersabut;

=

(4) Keberatan harus disjukan dalsm jangka waktu pallng lers 2 (dua) bulan
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ssjak tangaal SKRO atay doluinen Jain.yang dipersamakan, SKADKE]
dan SKROLE ditethithan kecuali apatila Wajio Retribusi tareniu dagst
menmjukkan bativa it i Hide dapat dipenubi karana keadaan
dilvar keXuasaanmys;

(5) Kebaratan yang ticak rmemenuti parsyasatan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat {2} dan (3} iidak dfanggap sebagal surat kebaratan sehingga
tidak diperlimbanglan;

{61 Pengajuarn keberatan fidak inznunda kewajiban membaysar Reticusi dan
pelaksanasn penaginan Retibusi

Pasai 25
*1}) Bupati dalam jangka wakiu paling lama § (enam) buian sejak langgal surat

ksharatan diterima harus memberizan keputusar atas ksberatan yang
digjukan;

{2} Keputusan Bupati atas keberstan depat berupa menerima selurihnya ata,
ssbshagian, menclak, atau menanbah besamya Aetribust vang terutang;

(3) Apablla jangka wakiu sobagalimana dimaksud pada ayat {2) lewat dan
Bupal! tidak memberikan suatu kea yang diaf:
dianggap dikabulkan,

BAB XX
PENGEMBALIAN KELERIHAN FEMBAYARAN
Pasal 26

Atas Kelsblvan Pembayeran Aetrinusi, Wajib Reiribusi dapal mengajuken
permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2 Buga{:daml lingka wakiu paiing lama & |J"|am| butan sefak ditersmanya
Retriny dimaksud pads

ayal (1) it et e keputusan;

Apabila jangka wakiu sshagaimana dirmaksud pada eyat {2) telah dilsmpaui
dan Bupati fidak membsritan suatu kepulusen permehonan pengembaiiar




. kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKADLE harus diterbitkan
dalam jangka walkiu paling lama 1 (satu) bulan; :

B Apabila Wejib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} langsung
diperhitungkan uniuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut

%) Pengambalian kelebihan pembayaran Relrbusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pafing lama 2 {dua} bulan
sejak dilerbitkannya SKRDLE: J

&) Dilakukan setelan lewat jangka wakiy 2 (dua) butan, Bupati memberikan
mbalan bunga sebasar 2% (dua persen) sebulan alss keterlambatan
pembayaran kelebihan Retribus!

Pasal 27

(1) F peng ian kelebihan an Retribusi disjukan
sacara letiulis kapada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
a Nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. Masa Retribusi;

¢. Basamya kelebihan pembayaran;

d. Alasan yang singkat dan jefas.

{2} F fian kelebihan Retribusi
secara langsung alau melalui Pos Tercatat;

{3) Bukii peneti h Pejabat Daereh fiiman pos tercatat
merupakan buldi saat permohanan diterima oleh Bupati

Pasal 26

(1} Pengembatian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah membayar kelsbihan Retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperbilungkan dengan hutang
Retribusi kzinnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) psm-
bayaran dilakukan dengan cara pemi dan bukti pemindah-
bukuan yang berlsiu sebagal bukli pembayarar.




BAB XXi
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS!
Pasal 28

(1) Bupati t memberikan peagurangan dan pembabasan Retribusi;

{2} Penggunaan atau keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) anlera lain dengan msmperhatikan kondisi dan
kemampuan Wajib Retribusi;

(3) Tatacara Pengurangan, Ketirganan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan
oleh Bupati,

BAB XXt
HADARLUARSA PENAGIHAN
Pasal 30

{1} Hakuntuk 1 Reatribusi, etalah
Jangla wakiu 3 {tiga} tahun toritung sejak caat teriwtangnya Rstribusi
kecuali apabila Waijib Rafribusi melakukan tindak pidana, dibidang Retribusi,

(2} Kadatuarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila ©
2. Diterbitkan surat teguran;
b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari Wafib Retribusi baik tangsung
maupun tak langsung.

BAB XXt
KETENTUAN PIDAHA
Pasal 31

{1} Wajib Ratribus| yang tidak melaksanakan kewsjibannya sehi
merugikan Keuangan Daerah diancam pidans kurungan peling
(enam} bulan atau denda paling banyak 4 {ernpat) kali jurilah Retribusl
yang terfuslang;

2z2




12) Tindak Fidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindaic Pidana.
.y, Pelanggaran.

BAB XXV
PENYIDIKAN
Pasal 32

{1) Pejabal Pegawal Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dagrah
dibarikan wawenang khwsus sebagal penyidik uniuk melakukar penyidikan
tindal pidana dihidang Retribusi Daerah sehagaimana dimaksud dalam
Undarg-Urdang Nomor 8 Tahun 1881 tertang Hukum Acara Pidana;

(2} Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah =
Menerima, mencari, mangumpuikan dan meneliti keterangan aiau
laporan berksnaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebiut menjadi lengkap atau Jalas;
Menelifi, mencari dan mengumputkan keterangan mengenal orang
pribadi atau badan {entang kebenaran perbuatan yang diakukan
sehubungan dengan tindak pidana Fletribusi Dasrah;
Menminta kelerangan dan bahan bukli dari orang pribadi atau badan
sshubungan dengan tindak pidana dibldang Retribusi Dasrat;
Memerikse bukti-bukll, calalan-caiatan dan dokumen-dokumen Jain-
ki berkenaan dengan tindak pidana cibidang Retribusi Daerah;
. 1 unluk mendapatkan bahan bukli pern-
Bukuan, ﬂ&"\cd latan dan dokumen-dokumen tain serta melakukan
penyitazn lerhadap bahan bukli teresbut;
Memminta bantuan lenagz shii dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan lindak pidsna dibidang Rebrisusi Daerah;
Manyuruh berhenti dan atau melarang sessorang maninggafkan
ruangan sdau tempat pada saat pamerkeaan sedang beriangsung dan
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huraf (a);
Memotret seseorang yang berkaitan dengan Undak pidana Retribusi
Daefah;
HMemanggl orang untuk didengarketerangannya das dipedksa sebagal
tersangka atay saksi;
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i Mengnenukan penyidikan;
[

|k n tindakan lain yang penyidikan fndak
piana disidang Retribusi Daerah menumt hukum yang dapat dinr.
‘tangaunglawabkean.

{3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulsinya penyidikan dan menyampalkan hasil penvidikannya Kepads
penuntyt umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang.
Undang Nomor 8 Tahn 1881 fentang Hukum Acara Fidana,

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Denigan beralkunya Qanun ini maka sagala kelentuan yang berentangan
dengan Qanun int dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Qenun ini sepanjang mengenai peratiran
pelaksansannya akan diatur lebih knjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35
Qanun inl mutal berlaky pada tenggal diundangkan.
Agar setiap nrang dapat mengetahuinya, memerintahkan pangundangan

Qanun Ini dengan penempaten dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang.
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Disabken di : Karang Ban:
21 Novembsr 2003 M
Pada tanggel | ————me - -
28 Ramadhan 1424 H

Pj. BUPATI AGEH TAMIANG

ABOUL LATIEF

di Karang Baru

22 November 2003 M
142 TANGGal rmeseremmer i rmaa
27 Ramadhan 1424 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pembina Tk
Mip. 010055 263,

IVMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006 NOMOR 17
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